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PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KAUM DHUAFA DAN

ANAK YATIM-PIATU DARI KELUARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, BANTUAN
SOSIAL PENDIDIKAN BAGI SISWA/MAHASISWA DARI KELUARGA

MISKIN/TIDAK MAMPU, BANTUAN SOSIAL BAGI PENINGKATAN KUALIFIKASI
AKADEMIK GURU KE JENJANG STRATA I/DIPLOMA IV, BANTUAN SOSIAL
PENDIDIKAN BAGI SISWA TKQ, TPQ DAN TQA/DTA DAN BANTUAN SOSIAL

BAGI KESEJAHTERAAN GURU TKQ, TPQ DAN TQA/DTA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Alokasi dana bantuan untuk
Kaum Dhuafa dan Anak Yatim Piatu yang telah dianggarkan
pada DPA APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar
Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan menurut
Peraturan Bupati Cirebon Nomor. 3 Tahun 2014 untuk Kaum
Dhuafa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk
Anak Yatim Piatu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang
perlu untuk merubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor. 3
Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan sosial bagi
kaum dhuafa dan anak yatim-piatu dari keluarga
miskin/ tidak mampu, bantuan sosial pendidikan bagi
siswa/mahasiswa dari keluarga miskin/ tidak mampu,
bantuan sosial bagi peningkatan kualifikasi akademik guru
ke jenjang strata I /diploma IV, bantuan sosial pendidikan bagi
siswa TKQ, TPQ dan TQA/ DTA dan bantuan sosial bagi
kesejahteraan guru TKQ, TPQ dan TQA/ DTA yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cirebon ;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf (a), maka perlu merubah Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan
sosial bagi kaum dhuafa dan anak yatim-piatu dari keluarga



miskin/ tidak mampu, bantuan sosial pendidikan bagi
siswa/mahasiswa dari keluarga miskin/ tidak mampu,
bantuan sosial bagi peningkatan kualifikasi akademik guru
ke jenjang strata I /diploma IV, bantuan sosial pendidikan bagi
siswa TKQ, TPQ dan TQA/DTA dan bantuan sosial bagi
kesejahteraan guru TKQ, TPQ dan TQA/ DTA yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009
tentang Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an, Taman Pendidikan
Al-Qur’an dan Talimul Qur’an Lil Aulad (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 1, Seri E.1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009
Nomor 2, Seri E.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI KAUM DHUAFA DAN ANAK YATIM-PIATU DARI KELUARGA
MISKIN/TIDAK MAMPU, BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI
SISWA/ MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN/TIDAK MAMPU,
BANTUAN SOSIAL BAGI PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK
GURU KE JENJANG STRATA 1/ DIPLOMA IV, BANTUAN SOSIAL
PENDIDIKAN BAGI SISWA TKQ, TPQ DAN TQA/ DTA DAN
BANTUAN SOSIAL BAGI KESEJAHTERAAN GURU TKQ, TPQ DAN
TQA/ DTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Kaum Dhuafa Dan Anak Yatim-Piatu Dari
Keluarga Miskin/Tidak Mampu, Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Siswa/ Mahasiswa
Dari Keluarga Miskin/Tidak Mampu, Bantuan Sosial Bagi Peningkatan Kualifikasi
Akademik Guru Ke Jenjang Strata 1/ Diploma IV, Bantuan Sosial Pendidikan Bagi
Siswa TKQ, TPQ Dan TQA/ DTA dan Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Guru TKQ,
TPQ Dan TQA/ DTA Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut ;



1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penerima bantuan bagi kaum dhuafa mendapat bantuan sosial sebesar
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu tahun dan penerima bantuan
sosial bagi anak yatim piatu mendapat bantuan sosial sebesar
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu tahun.

(2) Jangka waktu pemberian bantuan biaya bagi kaum dhuafa dan anak yatim -
piatu hanya diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak bersifat terus
menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Kriteria dan syarat penerima bagi siswa/mahasiswa dari keluarga
miskin/ tidak mampu adalah siswa dari keluarga miskin/ tidak mampu yang
menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah negeri
dan/atau swasta yang memiliki akta notaris pendirian dan izin operasional
dari Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama, dan mahasiswa
dari keluarga miskin/ tidak mampu yang akan dan/atau sedang menempuh
pendidikan pada perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta
yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

(2) Kriteria dan syarat penerima bantuan sosial retrival untuk anak putus sekolah
pada pendidikan dasar dan menengah adalah penerima bantuan biaya retrival
pada pendidikan dasar dan menengah yang naik kelas, sebagai berikut:
a. Penduduk Kabupaten Cirebon (masuk Kartu Keluarga Orangtua/Wali/Cl

Kabupaten Cirebon) dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga yang
sah;

b. Siswa putus sekolah pada pendidikan dasar dan menengah;
c. Memiliki motivasi dan semangat untuk bersekolah dan berprestasi yang

dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai cukup;
d. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian

setempat dan/atau Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah yang
bersangkutan;

e. Mempunyai SKTM;
f. Untuk siswa yang bersekolah pada Satuan pendidikan swasta, Satuan

pendidikan swasta harus memiliki akta notaris pendirian dan memiliki izin
operasional dari Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama
yang dibuktikan dengan salinan/fotocopy akta notaris pendirian dan izin
operasional;

g. Surat tidak sedang menerima bantuan dari sumber dana yang lain;
h. Orangtua/wali dan siswa tidak merokok dengan dibuktikan dengan surat

pemyataan tidak merokok bermaterai cukup;
i. Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan

dan/atau Kantor Kementerian Agama.
(3) Kriteria dan syarat penerima bantuan sosial pendidikan bagi siswa pada

pendidikan dasar dan menengah dari keluarga tidak mampu/miskin yang
rawan putus sekolah, sebagai berikut:



a. Penduduk Kabupaten Cirebon (masuk Kartu Keluarga Orangtua/Wali/Cl
Kabupaten Cirebon) dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga yang
sah;

b. Siswa rawan putus sekolah pada pendidikan dasar dan menengah
dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;

c. Memiliki motivasi dan semangat untuk bersekolah dan berprestasi yang
dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai cukup;

d. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian
setempat dan/atau Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah yang
bersangkutan;

e. Mempunyai SKTM;
f. Untuk siswa yang bersekolah pada Satuan pendidikan swasta, Satuan

pendidikan swasta harus memiliki akta notaris pendirian dan memiliki izin
operasional dari Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama
yang dibuktikan dengan salinan/fotocopy akta notaris pendirian dan izin
operasional;

g. Surat tidak sedang menerima bantuan dari sumber dana yang lain;
h. Orangtua/wali dan siswa tidak merokok dengan dibuktikan dengan surat

pemyataan tidak merokok bermaterai cukup;
i. Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan

dan/atau Kantor Kementerian Agama.
(4) Kriteria dan syarat penerima bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa dari

keluarga miskin/ tidak mampu meliputi:
a. Penduduk Kabupaten Cirebon (memiliki KTP Kabupaten Cirebon dan

masuk Kartu Keluarga Orang Tua/Wali) dengan melampirkan fotocopy KTP
dan Kartu Keluarga yang sah;

b. Mahasiswa S-l / D-IV Perguruan Tinggi Negeri, dan/atau Perguruan Tinggi
Swasta warga di Kabupaten Cirebon yang terakreditasi pada Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang belum berkeluarga
yang dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai cukup dari orang
tua/ wali dan Surat Keterangan dari RT/ RW setempat, serta
salinan/fotocopy akreditasi BAN-PT;

c. Memiliki motivasi dan semangat untuk bersekolah dan berprestasi yang
dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai cukup;

d. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta
warga di Kabupaten Cirebon yang masih aktif kuliah, dan tidak sedang cuti
kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi yang
bersangkutan;

e. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian
setempat dan/atau Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan
tinggi yang bersangkutan;

f. Memiliki SKTM;
g. Memiliki Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
h. Indeks Prestasi minimal 3,00 untuk PTN dan 3,50 untuk PTS
i. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Cirebon;
j. Surat tidak sedang menerima bantuan dari sumber dana yang lain;
k. Orang tua dan mahasiswa tidak merokok dengan dibuktikan dengan surat

keterangan tidak merokok bermaterai cukup;
l. Surat rekomendasi/dukungan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Penerima bantuan sosial retrival (lanjutan) untuk anak putus sekolah pada
pendidikan dasar (SD) mendapat bantuan sebesar Rp. 800.000,- (delapan
ratus ribu rupiah) per siswa per tahun



(2) Penerima bantuan sosial retrival (lanjutan) bagi anak putus sekolah pada
pendidikan dasar (SMP) mendapat bantuan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta
dua ratus ribu rupiah) per siswa per tahun

(3) Penerima bantuan sosial pendidikan bagi siswa pada pendidikan menengah
(SMA) dari keluarga miskin/ tidak mampu mendapat bantuan sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun untuk
anak putus sekolah;

(4) Penerima bantuan sosial pendidikan bagi siswa pada pendidikan dasar (SD)
dari keluarga miskin/ tidak mampu yang rawan putus sekolah mendapat
bantuan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per siswa
per tahun;

(5) Penerima bantuan sosial pendidikan bagi siswa pada pendidikan dasar (SMP)
dari keluarga miskin/ tidak mampu yang rawan putus sekolah mendapat
bantuan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa
per tahun;

(6) Penerima bantuan sosial pendidikan bagi siswa pada pendidikan menengah
(SMA) dari keluarga miskin/ tidak mampu yang rawan putus sekolah
mendapat bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per siswa per tahun;

(7) Penerima bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga
miskin/ tidak mampu mendapat bantuan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) per mahasiswa/ tahun

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN201&IOMOR 46 SERI ®.29




